BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/31 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANYAKNYA UANG PERSEDIAAN UNTUK TIAP ORGANISASI

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

. bahwa untuk melancarkan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Organisasi Perangkat daerah (OPD) perlu diberikan
uang muka kerja atau uang persediaan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa
penetapan besaran uang persediaan merupakan kebijakan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati Jayapura tentang Penetapan Banyaknya Uang
Persediaan wuntuk Tiap Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan :

KESATU

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2020
Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran

11.

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Besaran uang persediaan untuk tiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.
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KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;

2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura,;

3. Inspektur Kabupaten Jayapura;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jayapura,;

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




